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ABSTRAK 
 
SURYA EKA P NENTO (B111 11 344), Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Gorontalo Tahun 2011 s/d 2014, di bawah bimbingan Slamet Sampurno 
sebagai pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya 
dan penanggulangan Aparat Lembaga Pemasyarakan dalam mencegah penyelundupan 
narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dan kedua untuk 
mengetahui hambatan aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan 
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. 
Peneitian ini dilaksanakan di Gorontalo sebagai lokasi penelitiannya, dengan lokasi 
penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Adapun jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field 
research), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari 
studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan 
objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek 
penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa memang telah terjadi penyelundupan narkotika 
ke dalam Lembaga Pemasyarakan Kelas IIA Gorontalo. Adapun upaya aparat Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dalam mencegah penyelendupan narkotika di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yaitu : 1. Upaya preventif sebagai upaya 
pencegahan, 2. Upaya represif yaitu upaya yang berupa tindakan yang dilakukan oleh 
aparat hukum. Kendala dan hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Gorontalo adalah 1. Sarana dan prasarana, 2 Mutu SDM aparat lapas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia lain di dalam 
suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan 
orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup 
pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan 
dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan 
dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. (Soerjono 
Soekanto, 2011:1) 
 Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur 
masyarakat itu. Kaidah hukum itu beraku untuk seuruh masyarakat. Apabila 
dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang 
merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang di 
sebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang 
mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam 
melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang 
dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut. 
Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar 
dan aturan untuk  (Topo Santoso, 2010:6-7) : 
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a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang 
disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 
melanggar larangan tersebut;  
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan;  
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 
Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana dapat dipandang 
dari beberapa sudut, yaitu (Topo Santoso, 2010:7) : 
a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang 
mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap 
pelanggarannya diancam dengan hukuman. 
b. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang 
mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan 
perbuatan yang dilarang. 
Dari penjelasan sudut pandang hukum pidana dalam arti objektif, dibedakan 
lagi menjadi  (Yulies  Masriani, 2004:61-62) : 
a. Hukum pidana materiil, adalah semua peraturan yang memuat rumusan 
tentang : 
1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum; 
2. Siapa yang dapat dihukum; 
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3. Hukuman apa yang dapat diterapkan. 
Hukum pidana Materil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan 
serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum. 
Hukum pidana materiil dibagi menjadi : 
1. Hukum Pidana Umum adalah Hukum Pidana yang berlaku bagi semua 
orang (umum); 
2. Hukum Pidana Khusus adalah Hukum Pidana yang berlaku bagi orang 
tertentu 
b. Hukum Pidana Formil adalah peraturan hukum yang menentukan 
bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum hukum pidana 
materiil. Jadi, hukum pidana formal mengatur bagaimana menerapan 
sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil. 
Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana khusus karena tidak di atur 
deliknya dalam KUHP, melainkan diatur dalam Undang-undang khusus narkotika 
yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
Mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini menjadi 
tanggung jawab bersama semua bangsa di dunia, tyang sudah merasakan betapa 
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bahayanya peredaran gelap narkotika. Sehinggga ketentuan baru dalam konvensi 
perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika 
dan psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasiUndang-undang Nomor 7 
tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang baru di harapkan lebih efektif 
mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Termasuk 
untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit 
maupun dadaran gelap peredaran nerkotika (Penjelasan atas Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). 
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan 
dengan narkotika. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-Undang 
No. 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya 
disingkat BNN yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang 
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
Peredaran gelap narkotika yang dalam realitasnya semakin marak, ternyata 
pada kenyataan yang ada peredaran narkotika tidak hanya di luar saja. Tapi di 
dalam lembaga pemasyarakanpun pengendalian dan peredaran narkotika juga 
masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang. 
Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala (www.beritasatu.com , 
22 mei 2012) mengatakan, peredaran narkoba di dalam penjara sudah menjadi 
masalah akut. Pasalnya, selama ini tak ada tindakan yang tepat untuk 
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menyelesaikannya. Adrianus menjelaskan, peredaran narkoba di dalam penjara 
seperti memiliki sistem sendiri. Padahal jika dipandang sederhana, cuma ada dua 
jawaban tepat bagaimana narkoba bisa ada di tempat yang seharusnya tertutup 
buat barang haram itu. Pertama kecolongan dan kedua memang diberi izin atau 
dibiarkan. Peredaran narkoba dijadikan mesin ATM oleh sipir dan tahanan. 
Menjadi sumber mendapatkan uang. "Semua kebagian. Bisa untuk THR buat 
sipir dan tahanan yang mengedarkan atau sumber uang (mata pencarian-red)” 
terang Adrianus. 
Di dalam lembaga pemasyarakatan kota Gorontalo juga tidak dapat 
dipungkiri lagi juga terdapat peredaran dan penyelundupuan narkotika. Hal ini di 
buktikan dari beberapa kasus yang ada di kota Gorontalo seperti, kasus 
penyelundupan shabu-shabu 0,7 gram oleh mantan Direktorat Narkotika dan 
Obat-obatan terlarang Kepolisian Daerah Gorontalo Brigadir Kepala Ronad Ali 
(www.tempo.co , 04 september 2014). 
Kasus lain terjadi pada tahun 2007, yaitu penggerebekan yang di lakukan 
oleh aparat Polres Kota Gorontalo di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalalo. Pada 
penggerebekan tersebut di temukan enam paket sabu, 20buah alat pengisap 
narkoba dan uang tunai Rp.10juta (www.merdeka.com , 26 maret 2007). 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah 
tersebut dengan judul “UPAYA APARAT LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN 
NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI 
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KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA 
GORONTALO TAHUN 2012 s/d 2014)”. Alasan penulis mengangkat judul 
tersebut Karena ingin mengetahui lebih dalam upaya yang dilakukan apaarat 
lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam 
lembaga pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo dan apa kendala dan hambatan 
aparat lembaga pemasyrakatan dalam mencengah penyelundupan narkotika di 
dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal tersebut di atas, ditarik beberapa permasalahan yang perlu 
dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak di kemukakan penulis 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana upaya dan penanggulangan Aparat Lembaga Pemasyarakatan 
dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam Lembaga 
Pemasyaratakan Kelas IIA Gorontalo ? 
2. Apakah kendala dan hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam 
mencegah penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
IIA Gorontalo ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai 
dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 
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a. Tujuan Peneitian 
a. Untuk mengetahui upaya dan penanggulangan Aparat Lembaga 
Pemasyarakatan dalam mencegah penyeundupan narkotika di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Gorontalo 
b. Untuk mengetahui hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam 
mencegah penyelundupan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan 
Kelas II Kota Gorontalo. 
b. Kegunaan Peneitian 
a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang 
pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa 
fakultas hukum pada umumnya. 
b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak 
hukum pada khususnya dalam mencegah terjadinya penyeundupan 
narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Gorontalo. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penjelasan Umum Tentang Kriminologi 
1. Definisi Kriminologi 
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada 
tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. 
Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), 
seorang ahli antropologi Prancis (Alam, AS dan Ilyas, A, 2010:1). Nama 
kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli 
antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “Crimen” 
yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang 
penjahat dan kejahatan. 
Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, 
Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan  
mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara 
mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib 
masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa 
kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan 
teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, 
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termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan 
para penjahat (Topo Santoso, 2010: 12). 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga hal pokok, 
yakni (Alam, AS dan Ilyas, A, 2010:1-2): 
a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
b) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan 
c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar 
hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” 
pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal 
prevention). 
Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) adalah : 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
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d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
Yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking laws) adalah: 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi dan 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking Laws) 
antara lain: 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa 
tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.  
B. Penjelasan Umum Tentang Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut padang ini adalah setiap tingkah laku 
yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
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sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perudang-udangan pidana 
perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 
Sutherland berpendapat bahwa Criminal behavior is behavior in violation 
of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility 
or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal 
law. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang 
melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan 
kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perudang-
undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat 
jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-
lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi 
hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological 
point of view). Batasan kejahatan dari sudut padang ini adalah : setiap 
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam 
masyarakat: Contoh di dalam hal ini adalah: bila seorang muslim meminum 
minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari 
sudut padang masyarakat Islam, dan namun dari sudut padangan hukum 
bukan kejahatan. 
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2. Pembagian Kejahatan Menurut Para Ahli 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa 
pertimbangan (Alam, AS dan Ilyas, A, 2010:19-20): 
a. Motif Pelakunya. Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif 
pelakunya sebagai berikut: 
a) Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan. 
b) Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, pasal 
284 KUHP. 
c) Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI, 
pemberontakan DI /TI, dll. 
d) Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya 
penganiayaan, motifnya balas dendam. 
b. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya. 
a) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku 
ke-II (dua) KUHP. seperti pembunuhan, pencurian, dll. Golongan 
inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. Ancaman pidana pada 
golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara sementara. 
b) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku 
ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang 
memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan 
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bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 
hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut 
misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda 
saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran 
lalu lintas. 
c. Kepentingan Statistik. 
a) Kejahatan terhadap orang (crime against persons), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan dll. 
b) Kejahatan terhadap harta benda (crime against property) misalnya 
pencurian, perampokan dll. 
c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 
decency) misalnya perbuatan cabul. 
d. Kepentingan Pembentukan Teori. 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-
kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara 
melakukan kejahatan, tehnik-tehnik dan organisasinya dan timbulnya 
kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas 
tersebut. Penggolongannya adalah: 
a) Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata 
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk 
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profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan 
pencopetan. 
b) Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: 
pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar, dan 
pelacuran. 
c) Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan, 
Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, 
penganiayaan, dll. 
e. Ahli Sosiologi 
a) Violent personal crime (keiahatan kekerasan terhadap orang). 
Contoh, pembunuhan (murder), penganiayaan (assault) 
pemerkosaan (rape), dll. 
b) Occastional property crime (kejahatan harta benda karena 
kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di 
toko-toko besar (shoplifting), dll. 
c) Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). 
Contoh: white collar crime (kejahatan kerah putih), seperti korupsi. 
d) Political crime (kejahatan polititk). Contoh, treason 
(pemberontakan), espionage (spionase), sabotage (sabotase), 
guerilla warfare (perang gerilya), dll. 
e) Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). 
Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” 
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(victimless crimes): Contoh pemabukan (drunkness), gelandangan 
(vagrancy), penjudian (gambling), wanita melacurkan diri 
(prostitution). 
f) Conventional crime (kejahatan konvensional). Contoh: 
perampokan (robbery), penggarongan (burglary), pencurian kecil -
kecilan (larceny), dll. 
g) Organized crime (kejahatan terorganisir). Contoh: pemerasan 
(racketeering), perdagangan wanita untuk pelacuran (women 
trafficking), perdagangan obat bius, dll. 
h) Professional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). 
Contoh: pemalsuan (counterfeiting), pencopetan (pickpocketing), 
dll. 
  
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari Strafbaarfeit oleh 
berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda 
meskipun maksudnya mungkin sama. 
Bambang Poernomo (www.gsihaloho.blogspot.com, 2 September 2014) 
pengertian Strafbaarfeit dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “Strafbaarfeit” adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si 
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pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata 
hokum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 
b. Definisi menurut definisi atau pengertian “Strafbaarfeit” adalah suatu 
kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan 
sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
Dilihat dari sudut harafiahnya, Strafbaarfeit itu terdiri dari kata feit yang 
dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een 
gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum 
hingga secara harafiah kata Strafbaarfeit dapat dihukum  (PAF Lamintang, 
1997 : 181). 
Hezewinkel Suriga (PAF Lamintang, 1997 : 190) mendefisinikan 
Strafbaarfeit, yaitu : 
Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 
sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. 
Menutut Pompe, Strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum (PAF Lamintang, 1997 : 207). 
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Istilah Strafbaarfeit haruslah dihubungkan dengan sifat wederrechtelijk 
atau aan schuld te wijten atau yang bersifat melawan hukum, yang telah 
dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. 
Keterhubungan dengan sifat wederrechtelijk sangatlah penting, 
sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma seperti 
yang telah dirumuskan didalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang berbunyi : 
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena 
bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima belas tahun”. 
Dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan itu bersifat 
wederrechtelijk, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena 
melakukan sesuatu pembelaan diri seperti yang di maksud dalam Pasal 49 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu 
hanya terdapat suatu strafbaarfeit melainkan harus juga ada unsurstrafbaar 
person atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat 
dihukum apabila strafbaarfeit yang telah ia lakukan itu bersifat 
wederrechtelijk dan ia lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. 
Tentang sifat melawan hukum (wederrechtelijk) ini akan di bahas secara 
mendalam pada bahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana. 
Simons (PAF Lamintang, 1997 : 185) telah merumuskan yaitu : 
Strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tindak sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas 
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tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum. 
Dari rumusan Simons tersebut diatas dapat terlihat untuk adanya suatu 
strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang 
dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatau 
tindakan yang dapat dihukum. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka 
tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan dalam undang-undang.Setiap strafbaarfeit itu sebagai 
pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, 
pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
onrechtmatige handeling. 
Dari beberapa pandangan pakar diatas, setidaknya dalam pengertian 
tindak pidana tercakup didalamnya : 
a. Tindakan (komosi ataupun omisi) yang sebelumnya telah diatur oleh 
hukum pidana; 
b. Tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana oleh negara 
melalui alat-alatnya; 
c. Tindakan itu berhubungan dengan kesalahan atau bersifat melawan 
hukum; 
d. Pelaku dapat dipertanggung jawabkan; 
Pendapat lain menerangkan peristiwa pidana atau biasa disebut tindak 
pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbukan peristiwa itu 
dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) (Yulies  Masriani, 2004: 62) 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat 
merupakan “een doen” atau “een niet doen” atau dapat merupakan “hal 
melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terlahir ini 
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di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “een nalaten” yang juga berarti 
“hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang((P.A.F. 
Lamintang, 1997:193). 
Akan tetapi, “strafbaar feit” itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan 
bukan sebagai “suatu tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau 
sebagai suatu keadaan, dimana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan 
atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa 
melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah 
melakukan suatu kealpaan, sehingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut 
hukum pidana (P.A.F. Lamintang, 1997:193). 
Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi 
subjektif dan segi objektif (Yulies  Masriani, 2004: 62-63). 
a. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, tindak pidana adalah 
perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan 
itu dilarang dan diancam dengan hukuman. 
b. Dari segi subjektif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan 
seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang 
mengakibatkan terjadi tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari 
niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah 
diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan 
hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan. 
Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Yulies  Masriani, 2004: 63) : 
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seorang atau sekelompok orang; 
b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-
undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, 
perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang 
melanggar ketentuan hukum. 
Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketetuan hukum 
yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya. 
Para guru besar Van Bemmelen, Vrij, dan A. Mulder telah membuat 
perbedaan antara apa yang biasa disebut “bestabddelen van het delict” 
dengan yang biasa juga disebut “elementen van het delict” (P.A.F. 
Lamintang, 1997:195). 
Perkataan “bestanddeel” itu sendiri oleh C. B. Van Haeringen, telah 
diartikan sebagai “samenstellend deel”, atau bagian yang dapat membentuk 
satu keseluruhan atau sebagian dari satu keseluruhan, sedang perkataan 
“element” itu telah diartikan sebagai “onderdeel” atau bagian ataupun juga 
sebagai bestanddeel (P.A.F. Lamintang, 1997:195). 
Berdasarkan kuliah-kuliah Satochid Kartanegara, telah semata-mata 
menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama kumpulan bagi apa yang 
disebut bestanddeel dan element. Penggunaan dari perkataan unsur di atas 
bukan disebabkan karena kita telah menjadi bingung karena adanya 
perkataan-perkataan bestanddeel dan element di dalam kepustakaan Belanda 
dimana kedua perkataan tersebut sesungguhnya juga dapat diartikan sebagai 
unsur, melainkan karena pembentuk undang- 
undang sendiri sebenarnya telah memberikan arti kepada perkataan 
element atau unsur itu di dalam pengertiannya yang luas, yang meliputi 
semua bestanddeelen dari tindak pidana dan semua persyaratan-persyaratan 
lainnya untuk membuat seseorang itu menjadi dapat dihukum.39 
Yang dimaksud dengan “bestanddeelen van het delict” oleh Van 
Bemmelen diatas adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam rumusan 
delik. Yang dimaksud dengan “elementen van het delict” itu adalah 
ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan 
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di dalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum 
yang bersifat umum, yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus 
diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni (P.A.F. 
Lamintang, 1997:196) : 
a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu 
akibat terhadap pelakunya. 
b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah 
ia lakukan atau akibat yang ia timbulkan. 
c. Hal dapat dipersalahkannya suatu tindakan atau suatu akibat kepada 
seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau 
telah ia timbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur 
“ketidaksengajaan”. 
d. Sifatnya yang melanggar hukum. 
Hal yang mengenai dapat dipertanggung jawabkan pelaku maka 
dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 
KUHP yang berbunyi : 
1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 
terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 
2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada 
pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena 
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu 
dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu 
percobaan. 
 
Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa 
berhubung perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena : 
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1) Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata geest 
vemogens yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah idiot, 
imbicil. 
2) Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa arang 
tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa 
setelah dihinggapi penyakit-penyakit tertentu umpamanya pernah 
mendapatkan demam tinggi atau menderita penyakit yang kronis. Teks 
KUHP Negeri Belanda menggunakan kata Ziekelijk storing der 
verstandelijkvermogens. Yang dapat masuk dalam kategori ini adalah 
sakit gila, epilepsy dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. (PAF 
Lamintang, 1996 : 197). 
Istilah melawan hukum atau wederrchtelijkitu sendiri oleh berbagai 
pakar telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hammel telah 
membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti istilah 
wederrchtelijkitu sebagai berikut : kelompok pertama adalah paham positif 
yang telah mengartikan wederrchtelijkitu sebagai in strijdmet het recht atau 
bertentangan dengan hukum yakni misalnya paham dari Simons yang 
mengartikan sebagai met krenking van eens anders recht atau melanggar hak 
orang lain yakni misalnya paham dari Noyon. Sedangkan kelompok kedua 
adalah paham negatif yang telah mengartikan wederrchtelijkitu sebagai niet 
steunend op het recht atau tidak berdasarkan hukum ataupun sebagai zonder 
bovoegdheid atau tanpa hak yakni misalnya paham dari Hoge Raad. (PAF 
Lamintang, 1996 : 347). 
Untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana itu harus dilakukan 
dengan sengaja ataupun harus dilakukan tidak dengan sengaja atau 
sebaliknya, pada apa yang oleh undang-undang telah disebut sebagai 
“kejahatan” masalahnya adalah sangat mudah, oleh karena dari rumusan-
rumusannya di dalam Buku ke-2 KUHP dengan mudah kita dapat mengetahui 
apakah suatu kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun dengan 
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tidak sengaja. Dengan demikian, maka seseorang itu dapat dikatakan bersalah 
telah melakukan suatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. 
Hingga tahun 1916, Hoge Raad menganuti suatu paham yang juga 
dikenal sebagai “de leer van het materieele feit” atau “paham mengenai 
tindakan secara material”, dimana Hoge Raad telah berpendapat bahwa sudah 
cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dihukum karena telah 
melakukan suatu pelanggaran. Apabila orang tersebut secara material atau 
secara nyata telah berperilaku seperti yang dirumuskan di dalam suatu 
ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang 
tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak (P.A.F. Lamintang, 1997: 
198). 
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 
1. Definisi Narkotika 
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang 
dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang 
menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. 
Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada 
farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis 
zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh 
tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu : 
i. Mempengaruhi kesadaran; 
ii. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku 
manusia; 
Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 
1) Penenang; 
2) Perangsang; 
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3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membe-dakan 
antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu 
dan tempat). 
Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan. 
Narkotika dan Psikotropika sebenarnya merupakan bahan-bahan yang 
dipergunakan untuk pengobatan. Obat adalah semua zat baik dari alam atau 
kimiawi yang dalam takaran (dosis) yang tepat atau layak dapat 
menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. 
Obat dengan dosis terlalu rendah tidak atau jarang menimbulkan efek 
penyembuhan, sedangkan obat dengan dosis yang terlalu tinggi akan 
menimbulkan efek toksis dan dapat mengakibatkan kematian (dosis letal/dosis 
fatal). Suatu obat yang ideal adalah obat yang bekerja dengan cepat, untuk 
waktu tertentu saja dan secara selektif. Artinya hanya berkhasiat terhadap 
penyakit tertentu tanpa aktivitas lain. Tujuan pengobatan adalah untuk 
mendapatkan efek terapeutik (efek pengobatan) seperti yang diinginkan (Hari 
Sasangka, 2003: 13-14). 
Suatu pengobatan dalam jangka waktu yang lama, biasanya akan 
berpengaruh pula terhadap tubuh manusia yang memakai obat. Akibatnya 
organisme menjadi kurang peka terhadap obat tersebut dan peningkatan dosis 
terjadi terus-menerus. Apabila pemberian obat dihentikan maka akan timbul 
gejala ketergantungan baik psikis maupun jasmani. 
Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 
Narkotika, adalah sebagai berikut: 
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a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan 
banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. 
2. Jenis-jenis Narkotika 
Jenis-jenis narkotika yang perlu di ketahui dalam kehidupan sehari-hari 
karena mempunyai dampak sebagimana disebut diatas, adalah sebagai berkut : 
1) Candu atau disebut juga dengan Opium Berasal dari sejenis 
tumbuhan yg dinamakan Papaver Somniferum, nama lain dari 
candu selain opium adalh madat; 
2) Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terapat 
pada candu mentah, diperoleh dengan cara mengolah secara kimia. 
Morphine termasuk enis narkotika yang membahayakan dan 
memilki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seorang 
pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingikan selalu 
memerlukan ppenambahan dosis yang lambat laun membahayakan 
jiwa penggunanya; 
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3) Heroin berasal dari tumbuhan papaver somniferum. Heroin di 
sebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila 
dikonsumsi kelebihan dosis, efek samping paling fatal bil di 
konsumsi berleihan adalah kematian mendadak;; 
4) Cocaine berasa dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythoxyon 
coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun 
coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik denga menggunakan 
bahan kimia; 
5) Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput 
bernama latin cannabis sativa. sebutan lain dari ganja adalah mari 
yuana, sejenis dengan mariyuaa adalah hashis yang dibuat dari 
dammar tumbuhan cannabis sativa. efek dari hashis lebih kuat dari 
ganja. 
6) Narkotika sintesis atau buatan adalah sejenis narkotika yang 
dihasilkan melalui proses kimiawi secara famakologi yang sering 
disebut dengan istilah NAPZA, yaitu singkatan dari Narkotika 
Alkohol Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Napza tergolong zat 
psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak 
sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikirn, 
presepsi, atau pendapat dan kesadaran (Moh. Taufik Makaro, dll, 
2005: 21-25) 
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3. Penggolongan Obat-obat Berbahaya 
1) Narkotika  
Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik 
dari alam maupun sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan 
ketidaksadaran atau pembiusan. Narkotika yang terbuat dari alam yang kita 
kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine (Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009).  
a. Candu (Opium)  
Merupakan sumber utama dari narkotika alam (Penjeasan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009). Berbagai narkotika berasal dari 
alkoloida candu, misalnya morphine, heroin. Candu dalam 
pengklasifikasiannya dapat dibedakan atas ; candu mentah (raw 
opium), candu masak (crude opium), candu yang khusus untuk rokok 
(smoking opium). Dalam perdagangan gelap, candu biasanya 
dipasarkan dalam bentuk ; candu mentah, candu masak, basis 
morphine (morphine base), garam morphine (morphine salt), heroin 
mentah (crude heroin), heroin nomor 3 (purple heroin), heroin nomor 
4 (white heroin). 
b. Ganja  
Ganja berasal dari tanaman Cannabis yang mempunyai 
varietas/famili Cannabis Sativa, Cannabis Indica dan Cannabis 
Americana (Penjeasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009). 
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Tanaman Cannabis merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh 
tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Di Indonesia ganja yang 
paling terkenal berasal dari Aceh. Di Indonesia penyalahgunaan ganja 
dengan cara diisap dengan mencampurkannya dengan rokok dan 
melintingnya dengan menggunakan kertas yang biasa digunakan untuk 
melinting tembakau. Ada juga ganja yg tidak perlu dicampur dengan 
tembakau, tetapi diisap langsung dengan menggunakan pipa dan alat 
rokok seperti “bong”. Ganja juga bisa dimakan dan bisa dimasukkan 
dalam kue atau makanan lainnya. Namun cara ini dianggap tidak 
efektif, karena dengan cara memakan ada kemungkinan untuk masuk 
kedalam darah. Dengan mengisap, pengguna ganja bisa mengontrol 
dosisnya, ia akan berhenti jika sudah “fly” (A.Purnamasari, 2013: 42).  
c. Cocain  
Merupakan suatu alkoloida yang berasal dari Erytrhroxylon Coca 
Tanaman ini banyak tumbuh di Benua Amerika Selatan. Di Pulau 
Jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh 
sebagai tanaman pagar. Rasa dan bau tanaman ini seperti teh dan 
mengandung cocain. Adapun bentuk dan warna cocain dalam 
perdagangan adalah (A.Purnamasari, 2013: 42-43):  
- serbuk warna putih seperti tepung bersifat higroskopis (mudah 
basah).  
- tablet warna utih.  
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- cairan warna putih atau tanpa warna.  
- kristal warna putiih seperti damar (getah perca).  
- jika dicampur dengan beberapa zat berbahaya lainnya disebut 
dengan drug cocktail.  
Cara penyalahgunaan cocain adalah :  
- suntikan intra vena atau subkutan (di bawah kulit) 
- membuat garis serbuk cocain, dihirup dengan hidung (Sniff) 
menggunakan sebuah pipa kecil.  
- cara ini dapat mengakibatkan sekat rongga hidung berlubang.  
- apabila penggunaan cocain dicampur dengan heroin dan dilarutkan 
kemudian disuntikkan, cara ini disebut dengan “Speed Ball”. Ini 
merupakan kebiasaan pecandu heroin. daun coca dikunyah, 
kemudian ditelan airnya.  
- cocain dilarutkan kemudian diminum.  
- bahan dasar cocain (cocain base) dipakai dengan cara merokok.  
2) Psikotropika  
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 
narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 
mental dan perilaku (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997). 
Psikotropika dalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi 
psikis, kelakuan atau pengalaman yang bekerja pasa susuna saraf pusat 
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(SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Batasan-batasan zat 
psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang 
menyebabkan keadaan ketergantungan, depresi dan stimulasi susunan 
saraf pusat (SSP), menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan 
fungsi motorik atau persepsi atau mood. Dari ketentuan tersebut maka 
pembagian psikotropika adalah ; stimulansia, depresiva, 
halusinogen(A.Purnamasari, 2013: 44) 
a) Stimulansia  
Yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung 
zat-zat yang merangsang terhadap otak dan saraf. Obat-obat tersebut 
digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental 
serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam golongan stimulansia 
adalah Amphetamine beserta turunan-turunannya(A.Purnamasari, 2013: 
44) 
- Amphetamine dapat digunakan secara oral atau ditelan, dilarutka 
dalam air kemudian disuntikkan, atau dicampur dengan rokok 
kemudian dihisap. Dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1997 tentang Psikotropoka, amphetamine terdapat dalam 
golongan II.  
- Ecstacy bukan merupakan nama obat yang dikenal dalam ilmu 
kedokteran, karena tidak digunakan sebagai obat, serta tidak terdaftar 
baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nama ecstacy adalah nama di 
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pasaran gelap atau nama jalanan. Ecstacy merupakan salah satu jenis 
psikotropika yang bekerja sebagai stimulansia. Zat tersebut banyak 
disalah gunakan di Indonesia terutama oleh kelompok remaja dan 
eksekutif. Bahan dasar ecstacy ini adalah amphetamine. Dalam 
lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk golongan I. 
Ecstacy berbentuk tablet, kapsul atau serbuk.  
- Shabu adalah nama julukan dari zat Metamfetamin, yang mempunyai 
sifat stimulansia SSP yang lebih kuat dibanding amphetamine yang 
lain. Belakangan ini shabu lebih terkenal dibanding ecstacy dikalangan 
pecandu narkoba. Dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1997 termasuk psikotropika golongan II. Dalam perdagangan gelap 
metamfetamin dikenal dengan sebutan Ice, Meth, Speed, Ubas, As, 
atau Mecin. Tetapi yang paling populer disebut Sabu-sabu atau SS. 
Karena shabu mudah hancur pada suhu tertentu, sehingga cara 
pemakaiannya sering diuapkan atau dihisap. Biasa pula dengan 
dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut 
“bong”. Cara lain dengan rokok yang dicampurkan tembakau, suntikan 
atau dihirup melalui hidung. Jika dihisap melalui mulut dikenal 
dengan istilah “dregi”.  
b) Depresiva  
Adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi otak dan SSP yang 
didalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada si 
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pemakai. Dalam ilmu yang menyangkut NAPZA, biasanya yang 
digolongkan obat-obat depresiva adalah (A.Purnamasari, 2013: 46) 
- Barbiturat, efek utamanya bersifat menekan depresi terhadap SSP. 
Semua tingkat depresi dapat dicapai, mualai dari sedasi (meredakan), 
hipnosis (menidurkan), berbagai tingkat anaestesi (membuat tidak 
sadar), koma (pingsan), sampai kematian. Beberapa macam turunan 
barbiturat serta penggolongannya dalam Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1997 yaitu: Alobarbital(golongan IV),Amobarbital(golongan 
III),Barbital(golonganIV), Butobarbital(golongan 
IV),Fenobarbital(golonganV), Pentobarbital (golongan III), 
Sekobarbital(golongan II), Siklobarbital(golongan III).  
- Benzodiazepin, pada saat ini kecuali untuk penggunaan spesifik, telah 
banyak digunakan sebagai pengganti barbiturat karena lebih aman. 
Turunan-turunan benzodiazepin yang terlampir dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah:Alparazolam, Diazepam, 
Estazolam, Fluranzepam, Halazepam, Klonazepam, Klorazepat, 
Klordiazepokside, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, 
Midazolam, Nitrazepam, Nordiazepam, Oksazepam, Temazepam, 
Triazolam(Golongan IV) dan Flunitrazepam(Golongan III).  
- Metakualon, apabila dipakai secara oral dan dalam dosis besar dapat 
menyebabkan koma atau kejang. Penggunaan terus-menerus 
mengakibatkan toleransi dan ketergantungan. Nama metakualon 
33 
 
dipasaran adalah; Mandrax, Staurodorm, Mequalone, Revonal. Efek 
samping obat ini adalah mulut kering, mual, gelisah, dan otot-otot kaki 
lemas dan berkeringat. Seringkali mengakibatkan hangover, 
sedangkan dalam beberapa minggu sudah dapat terjadi 
ketergantungan. Oleh karena itu, tidak boleh digunakan lebih dari 7 
hari.  
c. Halusinogen  
Adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya khayal atau 
halusinasi yang kuat, yang menyebabkan salah perspsi tentang lingkungan 
dan dirinya baik yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, 
maupun perasaan. Halusinasi atau khayalan adalah perupakan 
penghayatan semu, sehingga apa yang dilihat tidaklah sesuai dengan 
bentuk dan ruang yang sebenarnya (feeling unreality). Beberapa macam 
halusinogen adalah (A.Purnamasari, 2013: 47-50) 
 LSD, merupakan kependekan Lysergic Acid Diethylamide, yang 
merupakan obat yang dibuatkan oleh manusia (sintetis). Di Indonesia 
LSD dekenal dengan sebutan Elsid. LSD dikatakan sebagai narkotika 
anak-anak (kids drug) karena para pemakainya lingkungan remaja dan 
anak-anak seusia sekolah. Sedangkan pengguna marijuana adalah 
orang-orang yang tidak mampu.  
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 D.M.T merupakan singkatan kata dari Dimenthyltriptamine. Zat ini 
berasal dari tanaman Cohoba. Tanaman tersebut ditanam oleh 
penduduk asli India Barat dan Amerika Selatan. Kegunaannya untuk 
upacara keagamaan. Pemakaiannya dengan cara mencium bubuk yang 
berasal dari tanaman tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1997 tentang Psikotropika, DMT termasuk dalam golongan I.  
 D.E.T merupakan suatu singkatan kata dari Diethyltryptamine. 
Penggunaan DET bisa dengan jalan merokok atau disuntikkan. Dalam 
Undang-Undang Nomor5 Tahun 1997, DET temasuk golongan I.  
 D.O.M merupakan singkatan dari kata Dimethoxyamphetamine. 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 
DOM termasuk dalam golongan I. DOM hanya dibuat secara kimiawi 
dan tidak diketemukan dari tumbuhan alam.  
 P.C.P pada saat ini merupakan obat-obatan yang mempunyai resiko 
yang paling besar bagi pemakainya dibanding obat-obatan lain yang 
disalahgunakan. Karena efek samping yang timbul yakni 
menimbulkan keadaan kacau, maka untuk kepentingan manusia 
dihentikan. PCP adalah singkatan dari kata Phenchyclideine yaitu 
obat-obatan yang digunakan untuk keperluan anestesi kedokteran. 
Merupakan narkoba yang mempunyai daya kerja yang sangat kuat. 
Digunakan dalam dosis rendah sudah bisa megakibatkan timbulnya. 
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 Schizofrenia. Digunakan sebagai rokok, biasa di campur dengan daun 
peterselie atau munt, sebagai obat hisap, atau oral tablet. Di banyak 
negara, antara lain Belanda, dimasukkan dalam Undang-Undang 
Narkotika.  
 Mescaline, dibuat dari bahan alamiah dan sintetik. Hanya digunakan 
dalam penelitian untuk menyelidiki keadaan yang menyerupai psikosis 
(sakit jiwa), tidak untuk terapi dan diagnostik. Mescaline sintetis 
merupakan serbuk atau bubuk terkenal dengan sebutan Graund Peyot, 
sedangkan dalam bentuk kapsul dikenal dengan nama Mescaline 
Sulfate.  
 Psylocybin dan Psilocyn, berasal dari tumbuhan cendawan 
(mushroom) Psilocyn yang tumbuh di daratan Mexico. Secara kimia 
terkait dengan LSD dan saat ini diuat secra sintetis. Khasiatnya sama 
dengan Mescaline, hanya berbeda dosis. Zat tersebut menimbulkan 
ketergantungan psikis dan toleransi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1997, termasuk dalam golongan I.  
Adapun zat-zat NAPZA lainnya, yaitu :  
 Alkohol  
Yang dimaksud dengan alkohol adalah etanol atau atilalkohol yang 
dapat di minum secara terbatas tanpa akibat yang merusak. Alkohol 
merupakan cairan bening, mudah menguap dan mudah bergerak, tidak 
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berwarna, berbau khas, rasa panas, mudah terbakar, dan nyala 
berwarna biru tidak berasap.  
Alkohol merupakan “popular recreational drug”yang dalam 
pengetahuan penyalahgunaan obat-obatan disebut dalam golongan 
depresant. Karena merupakan zat yang bersifat rekreasi dan populer, 
kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua 
negara. Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol, 
misalnya bir mengandung 2-6% alkohol, bir hitam (guiness beer), 
wisky mengandung 35-40% alkohol, brandy mengandung 45% 
alkohol, cognac, anggur (wine) mengandung 10-15% alkohol, vodca, 
likeur, rum, sherry/port, dan sebagainya. Sedangkan minuman 
beralkohol tradisional adalah brem, ciu, tuak dan arak, yang sudah 
dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dulu (A.Purnamasari, 2013: 
51).  
Pengaturan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut 
dengan minuman keras, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras. Dalam 
peraturan tersebut, minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut :  
a. Golongan A : kadar etanol 1-5%  
b. Golongan B : kadar etanol 5-20%  
c. Golongan C : kadar etanol 20-55%  
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Seorang alkoholis atau pecandu alkohol tidak dapat lagi berhenti 
minum tanpa merasakan akibat buruk bagi dirinya. Ia menjadi 
ketergantungan alkohol secara fisik dan psikologis. Alkohol 
merupakan penekan (depresant) terhadap aktivitas dibagian susunan 
saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa atau sifat 
menghalangi. Ia merasa bebas dari tanggung jawab dan kegelisahan. 
Pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya 
mabuk. Penggunaan alkohol secara berlebihan dalam waktu lama akan 
mengakibatkan ketergantungan. Di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), masalah mabuk diatur dalam 3 buah 
pasalnya. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 
536 KUHP.  
 Pelarut (Solvent)  
Selain obat-obat narkotika, psikotropika, dan alkohol, ada obat-obatan 
bebas dan bahan lain yang disalahgunakan pemakaiannya, yaitu ; obat 
CTM, obat Dextromethorphan HBr, bahan pelarut (solvent). Pada 
umumnya yang dimaksud dengan pelarut adalah pelarut organik dan 
bersifat mudah menguap, seperti pelarut dalam lem, penghapus cat kuku, 
bahan bakan (bensin), dab sebagainya. Kebiasaan menghirup zat-zat 
pelarut dapat menimbulkan reaksi yang sama seperti ketika meminum 
minuman keras (A.Purnamasari, 2013: 52-53). 
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E. Lembaga Pemasyarakatan 
Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana 
dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai 
unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan HAM. 
Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten 
atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat 
kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna 
meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh 
keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan 
memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan 
penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di 
wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. 
Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, 
maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok 
yaitu (Istianah, 2000 : 21) 
a. Menurut usia : 
- Lembaga Pemasyarakatan untuk anak 
- Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda 
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- Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa 
b. Menurut jenis kelamin 
- Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita 
- Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki 
c. Menurut kapasitasnya : 
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas III 
Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan 
penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat 
merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu 
berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan 
Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan 
citra masyarakat yang baik. 
F. Aparat Lembaga Pemasyarakatan 
Aparat lembaga pemasyarakatan atau biasanya di sebut sipir. Adalah 
pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lembaga Pemasyarakan. Aparat lapas ini 
bertanggung jawab dalam pengawasan, pembinaan pemeliharaan, pembinaan dan 
pengendalian seseorang yang telah di tangkap dan sedang menunggu putusan 
pengadilan ketika di jebloskan ke penjara maupun di dakwa dan telah terbukti 
teak melakukan tindak kejahatan atau pelanaggaran hukum dan di jatuhi hukuman 
dalam masa tertentu suatu pemenjaraan. 
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Aparat Lembaga pemasyarakatan atau sipir bertugas dan bertanggung 
jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di lembaga 
pemasyarakatan maupun umah tahanan. Aparat lembaga pemasyarakatan ini 
adalah pegawai negeri sipil yang bekerja segabai pegawai negeri sipil Kementrian 
Hukum dan Ham (Wikipedia.org). 
Tugas dan wewenang Aparat Lembaga Pemasyarakatan ini telah di atur di 
Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang tercantum pada Peranturan Menteri 
Nomor M HH 16 KP 05 02 Tahu 2011 Tentang Kode Etik Pegawai 
Pemasyarakatan. 
G. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Narapidana) 
1. Pengertian Warga Binaan/Narapida 
Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana 
adalah orang tahanan narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang 
yang menjalani hukuman karena tindak pidana.  
Menurut Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di lembaga permasyarakatan.
 
Meskipun terpidana kehilangan 
kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem 
pemasyarakatan Indonesia.
 
 Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah 
seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (Wikipedia.com). 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana 
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedang terpidana di 
jelaskan pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan, yaitu adalah seseorang yang di pidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoeh kekuatan hukum tetap. Dari 
pernyataan di atas, dapat disimpukan bahwa narapidana adalah orang atau 
terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga 
Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 
2. Hak Warga Binaan/Narapidana 
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-
hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral 
yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk 
menjamin marrtabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat 
sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik 
secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah 
persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang 
tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan 
dasar dari arti yang pertama tersebut di atas (Sayahrudin, 2011 : 11) 
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Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga 
Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ayat (1) di tentukan bahwa Narapidana 
berhak: 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. menyampaikan keluhan; 
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang; 
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya; 
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 
k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku. 
3. Kewajiban Warga Binaan/Narapidana 
Di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat hal-hal yang wajib 
dilakukan atau di kerjakan oleh narapidana. Pada umumnya setiap Lembaga 
Pemasyaraatan mempunyai tata tertib masing-masing di tapi masih dalam 
poin poin dan tujuan yang sama satu sama lain. Tata tertib lembaga 
43 
 
pemasyarakatan yang harus di taati oleh setiap narapidanapun telah harus 
sesuai dengan peraturan Menteri yang telah di atur dalam Peraturan Menteri 
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan 
Rumah Tahanan Negara. 
Kewajiban narapidana di atur dalam Pasal 3 PERMEN KUMHAN No. ^ 
Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara 
yaitu: 
a. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang 
dianutnya serta memelihara kerukunan beragama; 
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan; 
c. Patuh, taat, hormat kepada petugas; 
d. Mengenakan pakaian seragam yang telah di tentukan 
e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan; 
f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan 
yang telah di laksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan 
g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam penulisan proposal ini penulis menulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang 
diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hhubungan relevan dengan 
permsaalahan yang dikaji. Sehingga memiliki kuaifikasi sebagai system tulisan yang 
proporsional. 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitin dilaksanakan di Gorontalo sebagai lokasi penelitiannya, 
tepatnya pada Lembaga Pemasyaratan Kelas IIA Gorontalo. Dengan 
pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang 
diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan proposal ini. 
B. Populasi dan Sampel 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota 
Gorontalo dan penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan 
Teknik Penentuan Sampel penelitian non probability sampling artinya dalam 
penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus di ambil agar dapat 
mewakili populasinya. Dan bentuk dari non probalitassampling disini di 
pergunakan bentuk purposive sampling, artinya, penarikan sampel di pilih atau 
ditentukkan sendiri oleh sii peneliti, dan sampel yang dipilih oleh peneliti yakni 
Lembaga Pemasyarakan Narkotika Kelas II A Gorontalo dalam hal ini yaitu : 
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1. Kepala bidang keamanan dan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
A Gorontalo dan/atau jajaran yang berwenang. 
2. Aparat/Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo 
3. Kepala Kepolisian RESOR Gorontalo Kota KASAT NARKOTIKA 
Dan Populasi yang di ambil dari penelitian ini adalah di wiayah hukum 
Gorontalo. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adaah yang diperoleh langsng dari hasil wawancara dengan 
pihak terkait sehubung dengan penelitian ini. 
2.  Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui atau dengan cara 
melihat dan membaca buku, bahan-bahan laporan dan dokumen dokumen 
yang berkaitan dengan hukum pidana narkotika, dan pembinaan narapidana.. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka 
diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 
penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau 
jawaban yang diperlukan.Dengan demikian, untuk memperolah data yang sesuai 
dengan tujuan penelitian, maka Penulis menggunakan metode kepustakaan 
(library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang dapat 
diuraikan sebagai berikut:  
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1. Studi kepustakaan (library research), merupakan penyelidikan melalui 
buku_buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji 
teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana narkotika, dan pembinaan 
narapidana.  
2. Penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian yang 
mengharuskan penulis untuk turun langsung ke lapangan atau objek 
penelitian guna memperolah data-data yang berkaitan dengan proses 
pembinaan narapidana.  
Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode 
interview, observasi, dan dokumenter. Dengan menggunakan tiga metode 
tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan 
penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap keempat metode 
pengumpulan data tersebut, berikut ini akan dibahas secara singkat sebagai 
berikut :  
a. Metode wawancara/Interview  
Metode interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada 
tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data 
berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara 
peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara 
sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada 
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para pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan judul 
penelitian.  
b. Metode Observasi  
Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara 
sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala objek yang diteliti. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melaksanakan observasi dengan 
maksud agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya 
kepada objek atau sasaran.  
c. Metode Dokumenter  
Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang menggunakan 
dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya 
berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau tercatat.Dengan demikian, peneliti 
langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam 
penelitian.Sedangkan pengertian dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis 
dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu 
peristiwa danatau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan 
keterangan mengenai suatu peristiwa. Penulis menggunakan metode 
dokumenter karena:  
1. Keterbatasan kemampuan dalam meneliti maka dokumen mempunyai 
peranan yang sangat besar.  
2. Dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data lainnya.  
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E. Teknik Analisis Data 
Data yang di peroleh, baik secara data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualiatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan 
yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Upaya Dan Penanggulangan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam 
Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyaratakan 
Kelas IIA Gorontalo 
Berdasakan hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Mei 2015 terhadap 
beberapa orang yang terkait dengan judul penulis, berikut ini adalah upaya-upaya 
penanggulangan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkotika di Dalam 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo: 
1. Upaya Preventif 
Upaya di jelaskan sebagai usaha suatu cara, sedangkan preventif dalam 
istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain 
preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau 
bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha 
pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat di maksud 
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah 
untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Berikut ini adalah 
upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo : 
a. Memaksimalkan Penggeledahan  
Pintu utama atau pintu depan lapas ditengarai merupakan tempat peluang 
masuknya narkoba di dalam lapas. Seperti yang diketahui bahwa sistem 
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keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 
memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin 
terhadap pengunjung lapas. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan 
pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lapas. 
Tidak hanya kepada pengunjung lapas, tetapi juga kepada setiap narapidana 
akan dilakukan penggelahan khusus jika dicurigai memiliki narkoba di dalam 
lapas.  
Upaya tersebut dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor 
SDM petugas lapas yang minim pengetahuannya tentang narkoba dan tidak 
tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkoba yang ingin membawa masuk 
narkoba ke dalam lapas akan berusaha dengan berbagai cara untuk 
menyembunyikan narkoba tersebut. Misalnya saja dengan menyembunyikan 
narkoba di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan 
pemeriksaan atau penggeledahan. Kelemahan proses penggeledahan inilah yang 
sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti 
pengedar narkoba maupun narapidana yang membutuhkan narkoba. Seringkali 
petugas lapas kecolongan dengan cara seperti itu.  
Hal serupa pun harus dilakukan kepada narapidana yang berada di dalam lapas. 
Penggeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap narapidana yang 
dilakukan secara rutin oleh petugas lapas maupun oleh. 
Selain itu, bantuan dri pihak kepolisisanpun ada yaitu berupa sidak yang 
dilakukan setiap 3 bulan sekali. 
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a. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas lapas  
Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu 
SDM petugas lapas sehingga menjadi faktor pernah terjadi peredaran narkoba di 
dalam lapas. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan 
prasarana kerja petugas lapas agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM 
petugas lapas. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi 
narkoba dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas 
lapas.  
Berdasarkan analisis penulis, memang perlu dilakukan peningkatan sarana 
dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas 
mutu SDM petugas lapas. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu 
kinerja petugas lapas yang akan meningkatkan SDM petugas lapas itu sendiri. 
Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas lapas yang bersih, jujur, 
bermoral tidak korup, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai 
kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan 
petugas lapas. Petugas lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai 
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. 
Selain itu juga di siapkan bonus atau penghargaan bagi aparat lapas yang 
berhsasil menangkap penyelundup narkotika ke dalam lapas. Menurut penulis 
hal ini dapat menambah semangat aparat lapas untuk meringkus penyeundup 
narkotika ke dalam Lemmbaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. 
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Terkait masalah penyelundupan narkoba di dalam lapas, petugas wajib 
memperluas pengetahuannya tentang narkoba. Seperti dalam wawancara penulis 
bahwa memang tidak semua petugas lapas bisa mengenali jenis dan bentuk 
narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan 
sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana 
penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Gorontalo. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru 
maupun pegawai lama.  
Selain dengan mengadakan alat deteksi narkoba, menurut penulis, 
melakukan mutasi terhadap petugas lapas juga dapat dilakukan. Alat deteksi 
sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan 
peredaran narkoba di dalam lapas, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila 
tidak di dukung oleh petugas lapas dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. 
Dengan dilakukannya mutasi, mungkin bisa memberi sedikit udara segar di 
dalam lapas. Bagi petugas lapas yang kedapatan dengan sengaja membantu 
peredaran narkoba di dalam lapas, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya 
dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Karena petugas lapas yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM 
petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas lapas dengan kinerja 
yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi 
promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun cara 
mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri 
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petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas 
yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa 
mencukupkan kesejahteraannya. 
b. Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana  
Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana 
agar dapat kembali menjalani hidup yang baik dan tidak mengulangi lagi 
kejahatan yang pernah dilakukannya. Terkait masalah peredaran narkoba di 
dalam lapas, pembinaan narapidana yang pernah tersangkut masalah narkoba 
akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan narapidana kembali 
kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan 
pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. 
Berdasarkan analisis penulis, selain memberikan efek jera, lapas merupakan 
tempat pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan 
narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat 
terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Dalam sistem 
pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, 
serta dijamin hak-haknya. Untuk melaksanakannya diperlukan juga 
keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam 
pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang 
telah selesai menjalani pidananya.  
Pembinaan di dalam lapas meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan 
pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan 
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mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan 
dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung 
jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian 
diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat 
kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung 
jawab. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah 
masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana 
juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, 
sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat 
menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, 
memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan Negara. 
2. Upaya Represif 
Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi 
pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang 
dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah 
atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah 
dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya 
yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut 
menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan 
55 
 
dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat 
berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, 
penyidikan dan lain sebagainya. Pihak Kepolisian melakukan upaya represif 
berupa sidak mendadak yang dilakukan tiga kali setiap tahunnya. Pihak 
Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang 
berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, 
penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan 
B. Kendala Dan Hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam 
Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Gorontalo 
Selain upaya dan penanggulan Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam 
mencegah penyelunpupan narkotika di dalam Lembaga pemasyarakatan, berikut 
adalah kendala dan hambatan yang di hadapai oleh lembaga pemasyarakatan 
Kelas IIA Gorontalo. 
1. Sarana Dan Prasarana 
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang kebehasilan 
suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila 
kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang 
diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam 
lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai 
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oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu 
maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran di dalam lapas. 
Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti 
perkembangan teknologi. Dari hasil wawancara penulis, kurangnya sarana dan 
prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem keamanan di 
dalam lapas menjadi kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran 
narkoba di dalam lapas ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka “pihak-
pihak tertentu” mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama lapas ditengarai 
menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun dengan 
kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan 
dengan mudah masuk ke dalam lapas. Oleh karena itu salah satu yang menjadi 
kendala Aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah 
kurangnya atau tidak adanya sarana dan prasarana untuk mendeteksi narkotika 
di Lembaga Kelas IIA Gorontalo. 
2. Mutu SDM Aparat Lapas 
Seperti yang kita ketahui bahwa SDM adaah singkatan dari Sumber Daya 
Manusia. Kualitas SDM aparat lapas berkaitan dengan sarana dan prasarana 
yang berada di dalam lapas. Karena kurang sarana dan prasana yang tersedia di 
dalam lapas, maka kualitas SDM aparat lapas pun ikut menjadi terjadinya faktor 
terjadinya penyelundupan narkotika di dalam Kelas IIA Gorontalo. Hal tersebut 
terjadi karena, tidak semua aparat dapat mengenal jenis dan bentuk dari 
narkotika itu sendiri. Para aparat lapas hanya melakukan pemeriksaan standar 
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seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan penulisan identitas 
pengunjung yang dilakukan secara manual. Proses tersebut bias dikatakan 
minim untuk diterapkan di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. 
Adapun analisis penulis terhadap hasil wawancara tentang faktor-faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Gorontalo yaitu : 
Pertama mengenai sarana dan prasarana. Secara umum sarana dan prasarana 
adalah alat penunjangkeberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam 
pelayanan public, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan 
yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. 
Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi 
sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksaan pekerjaan, dan juga dalam 
rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja. 
Dari hasil wawancara penulis, sarana dan prasarana yang di maksud adalah alat 
pendeteksi narkoba. Alat detektor ini berguna untuk mendeteksi nerkoba seperti yang 
digunakan di hotel-hotel berbintang dan Bandar udara. Tidak tersedianya alat ini 
berpengaruh dalam penyelundupan narkotika. 
Di Lapas Kelas II A Gorontalo, kasus penyelundupan narkotika mulai terjadi pada 
tahun 2014. Beragam cara dilakukan pengujung untuk menyelundupkan narkotika. 
Yang paling sulit untuk di deteksi adalah dengan cara memasukkan narkotika ke 
dalam alat kecantikan. Dan berbagai macam cara penyelundupan yang lebih sulit di 
ungkapkan. 
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Oleh karena itu, alat detektor narkotika sangat diperlukan untuk membantu aparat 
lapas dalam mencegah penyelundupan di dalam Lapas Kelas IIA Gorontalo. 
Kemudian yang kedua adalah masalah mutu SDM aparat lapas. Mutu SDM aparat ini 
juga tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada di dalam lapas. Secara 
umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM aparat lapas sangat 
berkaitan. Mutu aparat lapas akan meningkat dengan di dukung sarana dan prasarana 
yang baik. Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor 
yang canggih, sementara kualitas dari SDM aparat petuga lapas masih rendah, tetap 
tidak akan memutus akses peredaran narkoba di dalam lapas. Haruslah ada usaha 
untuk meningkatkan kualitas mutu SDM aparat lapas.  
Berdasarkan hasil wawancara, faktor penyebab rendahnya kualitas mutu SDM aparat 
lapas adalah karena kurangnya pengetahuan aparat lapas tentang narkoba itu sendiri. 
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan aparat lapas tentang 
narkoba juga mempengaruhi sistem keamanan lapas apalagi dengan tidak tersedianya 
alat deteksi yang membuat aparat lapas harus menjalankan tugasnya secara manual. 
Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba 
tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang 
tinggi tentang narkoba. Aparat lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya 
tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam 
lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani 
membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi 
narkoba di dalam lapas. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang 
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sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan 
narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang 
hampir sama. Jika aparat lapas pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba 
seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan 
sangat mudah. Oleh karena, aparat lapas di harusnya untuk melakukan pelatihan 
tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba. 
Menurut penulis selain memberikan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-
jenis narkotika, para aparat lapas yang berhasil meriskus atau menangkap 
penyelundup narkoba diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat. Hal ini akan 
menstimulasi para aparat lapas untuk lebih semangat dalam memberantas 
penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Kelas IIA Gorontalo. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Upaya Dan Penanggulangan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah 
Penyelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyaratakan Kelas IIA 
Gorontalo adalah: 
a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, dan 
yang paling penting yaitu dilakukan penanggulanagn penyelundupan oleh 
pihak Lembaga Pemasyarakatan. 
b. Melalui Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
yaitu kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. 
2. Kendala Dan Hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah 
Penyelundupan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Gorontalo adalah : 
a. Sarana dan prasarana 
b. Mutu SDM aparat lapas 
B. Saran 
Melihat dari beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, maka 
saran penulis :  
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1. Pengadaan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat deteksi 
narkoba untuk mengantisipasi masuknya narkoba di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. 
2. Perlunya peningkatan mutu SDM aparat Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Gorontalo baik dari pengetahuan tentang narkoba maupun 
peningkatan kesejahteraan sehingga betul-betul dapat menjaga peredaran 
narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. 
3. Perlunya memberikan penghargaan bagi petugas yang berhasil 
meringkus penyelundup narkoba agar aparat lapas lebih bersemangat 
dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Kelas IIA 
Gorontalo. 
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